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1. Apa yang mendasari pengembangan sektor Halal di 

CICOT? 

Thailand memiliki kesempatan yang cukup dan 

terbuka untuk mengembangkan sektor halal dan 

menggunakan kekuatan dari brand halal untuk 

memasarkan produk baik di dalam mengeri maupun di 

luar negeri.  

Kami melihat bahwa Halal telah menjadi sebuah 

brand internasional untuk produk halal yang semakin 

mudah ditemukan. Sebuah label halal memungkinkan 

ditemukan tidak hanya diantara umat Muslim tapi juga 
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Non-Muslim. alal bagi kami berarti sebuah brand yang 

menandakan bahwa sebuah produk itu memiliki kualitas 

yang baik dan sehat. Maka ketika suatu produk 

mendapatkan sertifikat halal, artinya produk tersebut 

memiliki kualitas yang baik dan sehat untuk dikonsumsi.  

 

2. Bagaimana proses pengajuan Sertifikasi Halal untuk 

UKM di Thailand? 

Kami menjalankan tugas dibawah konstitusi dari The 

Royal Act Concerning The Administration of Islamic 

Organization B.E 2540. Konsitusi ini berasa dari Kerajaan 

Thailand. Di bawahnya kami memiliki tiga badan hukum 

yaitu The Central Islamic Council of Thailand, The 

Provincial Islamic Committee, dan The Masjid Islamic 

Committee. CICOT memiliki seorang presiden dari 

Syaikhul Islam, H.E Aziz Pitakkhumpol (Abdul Aziz bin 

Ismail). Ada 77 provinsi di Thailand, namun hanya 40 

provinsi yang berstatus Provincial Islamic Committee, hal 

itu karena sebuah provinsi harus memiliki masjid, jika 
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tidak maka mereka tidak dapat mendirikan Provincial 

Islamic Committee. Mengapa mereka memerlukan 

Provincial Islamic Committee, karena mereka perlu 

memiliki sebuah badan yang menjalankan dan mengurus 

aktivitas berkaitan dengan keislaman di provinsi tersebut. 

Berdasarkan peraturannya, jika suatu perusahaan atau 

pelaku usaha ingin mengajukan sertifikasi halal, maka 

perusahaan yang terletak di provinsi tersebut harus 

menghubungi kantor Provincial Islamic Committee untuk 

menyerahkan dokumen persyaratan yang telah 

dipersiapkan dan untuk keperluan audit halal. Namun 

untuk dapat menggunakan logo halal, Provincial Islamic 

Committee tidak dapat mengeluarkan keputusan tersebut. 

Untuk pelaku usaha yang di provinsinya tidak terdapat 

Provincial Islamic Committee, mereka dapat mengirimkan 

dokumen persyaratan tadi ke provinsi yang terdapat 

Provincial Islamic Committee, seperti contohnya di 

Chiang Mai mereka memiliki Provincial Islamic 

Committee. Setelahnya Provincial Islamic Committee 
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akan menunjuk auditor halal yang telah melakukan 

training dari Central Islamic Council of Thailand. CICOT 

berwenang untuk melatih auditor halal, seluruh auditor 

yang ada di setiap provinsi tersebut telah memiliki standar 

pelatihan yang sama di CICOT. 

Ketika pelaku usaha ingin mengajukan sertifikasi 

halal ke provinsi, provinsi akan melihat seluruh dokumen, 

kemudian menyetujuinya lalu mengirim auditor ke 

perusahaan. Setelah selesai audit di perusahaan, mereka 

akan kembali dan mengirim pada provinsi untuk 

diterbitkan sertifikat halalnya. Untuk pengajuan logo halal 

provinsi akan mengirim hasil audit ke pusat Central 

Islamic Council of Thailand untuk mendapatkan 

penggunaan logo halal pada produk. Logo halal hanya 

dapat diterbitkan oleh pusat, CICOT hanya memiliki satu 

logo halal. Sertifikat halal ini hanya berlaku untuk 

peredaran produk di dalam negeri, setiap Provincial 

Islamic Committee dapat mengeluarkannya, namun 

sertifikat ini tidak untuk internasional. Sertifikat halal 
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internasional dikeluarkan oleh pusat Central Islamic 

Council of Thailand. 

 

3. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh 

CICOT terhadap jaminan produk halal UKM di 

Thailand? 

Perusahaan yang mengajukan sertifikat halal pada 

provinsi sebelumnya harus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman pada proses dan pelaksanaan pembuatan 

produknya sesuai dengan syariat Islam. Pengusaha harus 

menjaga dan mempertahankan insfrastruktur yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan 

oleh CICOT. Selama proses tersebut akan diawasi oleh 

auditor halal yang telah ditujuk dari Provincial Islamic 

Committee. Setelah mendapatkan sertifikat halal harus 

berkomitmen untuk menjaga kehalalan produknya 

setelah mendapatkan sertifikat dan logo halal. CICOT.  

CICOT memiliki wewenang untuk membatalkan 

sertifikasi halal, jika pengusaha melakukan tindakan 
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yang bertentangan dengan kesepakatan, aturan dan 

peraturan yang terkait. Produk yang dibatalkan oleh 

Provincial Islamic Province, selanjutnya laporan tersebut 

harus segera diserahkan ke Central Islamic Council of 

Thailand untuk membatalkan sertifikat penggunaan logo 

halal. Setelah pencabutan logo halal dewan tidak akan 

menerbitkan sertifikat halal dan logo halalnya selama 

satu tahun. 

 

4. Berapa kisaran biaya yang harus dibayarkan oleh 

pelaku usaha untuk mengajukan permohonan 

sertifikat halal? Dalam hal pelaku usaha termasuk 

dalam golongan mikro dan kecil mendapat fasilitas 

bantuan oleh pihak lain?  

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berbeda-beda dilihat 

dari besarnya usaha tersebut, jumlah karyawan juga jenis dari 

produk yang akan disertifikasi halal. Umumnya tidak ada 

perbedaan peraturan antara pelaku usaha mikro, kecil maupun 

menengah yang ingin mengajukan sertifikasi halal di CICOT. 

Perbedaan yang memungkinkan ada pada biaya yang dikeluarkan 
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oleh perusahaan saja. Biaya tersebut telah ditetapkan dalam 

peraturan yang diterbitkan oleh CICOT dalam Rues The Central 

Islamic Council of Thailand On the Implementation of 

entrepreneur certification and product certification and Fees B.E 

2559. Di Thailand perusahaan yang mengajukan proses sertifikasi 

halal dilakukan dominan oleh pelaku usaha yang telah 

menjalankan dengan baik kualitas produk dan pelayanan halal 

mereka seperti usaha menengah, usaha be  


